
























































































































 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu 

Merupakan kantor Dinas Pertanian daerah Kabupaten Labuhan Batu, 

provinsi Sumatera Utara. Dinas Pertanian ini berfungsi untuk menyelenggarakan 

urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten 

Labuhan Batu, Sumatera Utara. 

Selain itu, dinas pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain 

seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutus 

kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis 

pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersedian pupuk pertanian, 

hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Selain itu, dinas 

pertanian juga adalah penjamis kesejahteraan petani melalui program memastikan 

memberikan asuransi usaha tani padi (AUPT). Oleh karenanya, terkait dengan 

fungsi dan tugasnya, dinas pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan 

surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan 

izin lainnya terkait pertanian. Segera kunjungi kantor dinas pertanian terdekat 

untuk informasi lainnya. 
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2. Visi Dan Misi Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu 

Adapun Visi dan Misi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu 

adalah sebagaiberikut: 

a. Visi: 

 “Terwujudnya Pertanian dan Perikanan Yang Berdaya Saing”. 

b. Misi: 

1) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, produksi pertanian, 

ketahanan pangan dengan pemanfaatan teknologi pertanian. 

2) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan produksi hasil pertanian. 

3) Meningkatkan budidaya, produksi dan sistem perikanan. 
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3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kabupaten Labuhan Batu 
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4. Tugas Dan Fungsi Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu 

a. Kepala Dinas 

Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang 

pertanian,perkebunan,sarana,dan prasarana pertanian dan penyuluhan pertanian 

serta bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 

Fungsi:  

1) Perumusan kebijakan di bidang pertanian,perkebunan ,sarana dan 

prasarana pertanian dan penyuluhan pertanian. 

2) Pengembangan prasarana pertanian,perkebunan  dan penyuluhan 

pertanian. 

3) Pengawasan mutu,peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman 

pertanian dan perkebunan. 

4) Pengawasan penggunaaan sarana pertanian,perkebunan dan penyuluhan 

pertanian. 

5) Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perkebunan. 

6) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit pertanian dan 

perkebunan 

7) Pemberian rekomendasi teknis pertanian dan perkebunan. 

8) Supervisi dan evaluasi dibidang pertanian,perkebunan, dan penyuluhan 

pertanian 

9) Pelaksanaan administrasi dinas pertanian,dan; 

10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 
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b. Sekretariat 

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepala 

seluruh unit organisasi dilingkungan dinas. 

Fungsi: 

1) Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan 

dinas. 

2) Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga 

dinas; 

3) Melaksanakan rencana anggaran belanja dinas. 

4) Menyelenggarakan urusan keuangan dinas . 

5) Mempersiapkan naskah rancangan peraturan dan kebijakan dalam 

pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok dinas. 

6) Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian,umum,surat menyurat, 

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan pengelola data statistik. 

7) Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di sekretariat dinas. 

8) Mengoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada dinas. 

9) Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program dan; 

10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

 

 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Melakukan sebagian tugas sekretaris dalam urusan tata usaha, rumah 

tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang 
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milik Negara serta kepegawaian. 

Fungsi: 

1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan 

kepegawaian. 

2) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai. 

3) Melakukan urusan mutasi tanda jasa,kenaikan pangkat, kenaikan jabatan 

,pemberhentian dan pensiunan pegawai. 

4) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian ,disiplin pegawai dan evaluasi 

kinerja pegawai. 

5) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan. 

6) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan. 

7) Melakukan urusan kerja sama ,hubunngan masyarakat dan protokol. 

8) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan. 

9) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- 

undangan. 

10) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian 

umum dan kepegawaian. 

11) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana 

pemeliharaan barang unit (RPBU). 

12) Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang. 

13) Melakukan penyiapan barang administrasi pengadaan, penyaluran, 

penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara. 

14) Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan 

peralatan dan perlengkapan kantor dan ; 

39



 

15) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan 

d. Sub Bagian Program dan keuangan 

Melakukan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan penyusunan 

rencana dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan dibidang pertanian. 

Fungsi: 

1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program dan 

keuangan. 

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program serta pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen 

keuangan di bidang pertanian. 

3) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di 

bidang pertanian. 

4) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan tahunan di bidang pertanian 

5) Penyiapaan bahan penyusunan satuan biaya,daftar isian pelaksanaan 

anggaran,petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran. 

6) Melakukan pengumpulan,pengolahan data dan penyajian data dan 

statistic di bidang pertanian. 

e. Bidang Pertanian 

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta  pemantauan dan 

evaluasi dibidang pertanian. 

Fungsi: 
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1) Penyusunan kebijakan perbenihan,produksi di bidang pertanian. 

2) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang 

pertanian. 

3) Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang pertanian. 

4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang 

pertanian. 

5) Pemberian rekomendasi teknis di bidang pertanian. 

6) Supervise dan evaluasi di bidang pertanian dan; 

7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

f. seksi peningkatan padi produksi padi palawijaya. 

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam penyiapan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 

pemantauan serta evaluasi di bidang produksi palawijaya. 

Fungsi: 

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi peningkatan 

produksi padi palawijaya. 

2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan 

produksi padi palawijaya. 

3) Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang 

padi palawijaya. 

4) Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang 

padi palawijaya. 

5) Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 

padi palawijaya. 
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6) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

seksi peningkatan produksi padi palawijaya. 

7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

 

g. Seksi peningkatan produksi dan holtikultura 

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam penyiapan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 

pemantauan serta evaluasi di bidang peningkatan produksi holtikultura. 

Fungsi: 

1) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

peningkatan produksi holtikultura 

2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan 

produksi holtikultura 

3) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di 

bidang holtikultura. 

4) Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang 

produksi holtikultura. 

5) Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 

holtikultura. 

6) Menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi peningkatan 

di bidang holtikultura dan; 

7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 
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h.  Seksi Perbenihan 

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam penyiapan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis dan 

pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan. 

Fungsi: 

1) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

perbenihan. 

2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan. 

3) Mempersiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di 

bidang tanaman pangan. 

4) Mempersiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di 

bidang tanaman pangan. 

5) Mempersiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber 

benih di bidang tanaman pangan. 

6) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan 

pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan. 

7) Mempersiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih 

yang beredar dibidang tanaman pangan. 

8) Mempersiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan 

benih di bidang tanaman pangan. 

9) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi 

perbenihan dan; 

10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 
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i. Bidang Sarana Dan Prasarana 

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam penyusunan pelaksanaan 

kebijakan,dan pemberian bimbingan teknis,serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang sarana,prasarana dan penyuluhan pertanian. 

Fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan di bidang sarana,prasarana dan penyuluhan 

pertanian. 

2) Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian. 

3) Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian. 

4) Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk pestida, 

serta alat dan mesin pertanian. 

5) Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian. 

6) Pemberian fasilitasi investasi pertanian  

7) Penyelenggaraan penyajian bahan kebijakan,teknologi dan informasi 

pertanian. 

8) Penyelenggaraan investarisasi,pengembangan dan pembinaan 

penyuluhan pertanian. 

9) Supervisi dan evaluasi di bidang saran,prasarana dan penyuluhan 

pertanian dan; 

10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

j. Seksi Lahan Irigasi dan Sertifikasi 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pemberian bimbingan 

teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan, irigasi dan 

sertifikasi. 
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Fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

lahan,irigasi dan sertifikasi. 

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ,di bidang 

pengembangan lahan, irigasi dan sertifikasi pertanian. 

3) Melakukan rencana penyediaan pupuk dan pestisida. 

4) Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan 

pestisida. 

5) Melakukan penjaminan mutu pupuk dan pestisida. 

6) Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organism 

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan. 

7) Melakukan penyiapan bahan pengamatan organism pengganggu 

tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan. 

8) Melakukan menyiapan bahan pengendalian pemantauan,bimbingan 

operasional pengamatan dan peramahan organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan. 

9) Melakukan pengelolaan data organisme pengggangu tumbuhan (OPT) 

di bidang tanaman pangan. 

10) Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pagan. 

11) Melakukan penyiapan bahan pengendalian hama terpadu di bidang 

tanaman pangan. 

12) Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di 

bidang tanaman pangan. 
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k. Seksi pupuk,pestisida dan perlindungan tanaman. 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis,dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, 

pestisida dan perlindungan tanaman. 

Fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

pupuk,pestisida dan perlindungan tanaman. 

2) Melakuakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, 

pestisida dan perlindungan tanaman. 

3) Melakukan rencana penyediaan pupuk dan pestisida. 

4) Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran  pupuk dan 

pestisida. 

5) Melakukan penjaminan mutu pupuk dan pestisida. 

6) Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan. 

7) Melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme tumbuhan (OPT) 

di bidang tanaman pangan. 

8) Melakukan menyiapan bahan pengendalian pemantauan,bimbingan 

operasional pengamatan dan peramahan organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan. 

9) Melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

di bidang tanaman pangan. 

10) Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan. 
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11) Melakukan penyiapan bahan pengendalian hama terpadu di bidang 

tanaman pangan. 

12) Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubaan iklim di 

bidang tanaman pangan. 

l. Seksi Alat Mesin Pertanian  

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan dan pemberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang alsintan dan 

penyuluhan pertanian. 

Fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggran di 

bidang alat mesin pertanian dan penyuluhan pertanian. 

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian 

bimbingan teknis di bidang alat mesin pertanian dan penyuluhan 

pertanian. 

3) Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang alat mesin pertanian 

dan penyuluhan pertanian. 

4) Pemberian bimbingan pascapanen ,pengolahan hasil pertanian. 

5) Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 

alsintan dan pengolahan hasil pertanian. 

6) Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alsintan pengolahan hasil di 

bidang pertanian. 

7) Melakukan pembinaan kepada kelompok tani dengan berpedoman 

kepada latihan kunjungan dan supervise. 

8) Meningkatkan SDM penyuluh prtanian melalui. 
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9) Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 

pertanian. 

10) Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang pertanian. 

11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

alsintan dan kegiatan penyuluhan pertanian. 

12) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian. 

13) Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian 

14) Menyelenggarakan penyuluhan pertanian 

15) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyuluhan pertanian. 

16) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

m. Bidang Perkebunan. 

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. 

Fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan 

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. 

2) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang 

perkebunan. 

3) Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan 

4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang 

perkebunan. 

5) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan 

bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan. 
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6) Penganggulangan gangguan usaha,dan pencegahan kebakaran di bidang 

perkebunan. 

7) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di 

bidang perkebunan. 

8) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan. 

9) Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan  dan; 

10) Melaksanakan tugas lain yang diperinahkan atasan. 

n. Seksi Produksi Hasil Perkebunan. 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanakan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemanfaatan dan evaluasi di bidang produksi 

hasil perkebunan. 

Fungsi: 

1) Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi 

hasil perkebunan. 

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan. 

3) Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang 

perkebunan. 

4) Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang 

perkebunan. 

5) Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 

perkebunan. 

6) Melakukan penususnan pelapoan dan pendokumentasian kegiatan seksi 

produksi hasil perkebunan dan; 

7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan. 
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o. Seksi Tanaman Perkebunan 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan 

dan perlindungan perkebunan. 

Fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

tanaman perkebunan. 

2) Melakuakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidng perbenihan 

dan perlindungan perkebunan. 

3) Melakuakan penyediaan dan pengawasan peredaran / penggunaan benih di 

bidang perkebunan. 

4) Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan. 

5) Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang 

perkebunan. 

6) Merencanakan kebutuhan benihdan pengembangan varietas unggul di 

bidang perkebunan. 

7) Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran 

benih yang beredar di bidang perkebunan. 

8) Melakuakan penyiapan bahan bimbingan  produksi benih dan 

kelembagaan benih di bidang perkebunan. 

9) Melakukan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan. 

10) Melakuakan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu 

tumbuan (OPT) di bidang perkebunan. 
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11) Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan 

operasional pengamatan dan peramalan organism pengganggu tumbuhan 

(OPT) di bidang perkebunan. 

12) Melakukan pengelolaan data organismepengganggu tumbuhan (OPT) di 

bidang perkebunan. 

13) Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan. 

14) Melakukan penyiapan bahan pengendalian hama terpadu di bidang 

perkebunan. 

15) Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di 

bidang perkebunan. 

16) Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang 

perkebunan. 

17) Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di 

bidang perkebunan. 

18) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi 

tanaman perkebunan dan; 

19) Melakukan tugas lain yang diperintahkan ataan. 

p. Seksi Usaha Tani Perkebunan. 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

usaha,pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. 

Fungsi: 
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1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

usaha tani perkebunan. 

2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang usaha, 

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. 

3) Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan usaha unit 

pengolahan hasil di bidang perkebunan. 

4) Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil 

di bidang perkebunan. 

5) Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yag 

baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 

(SKKP/SKP) di bidang perkebunan. 

6) Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 

perkebunan. 

7) Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan. 

8) Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis usaha, 

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan. 

9) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, 

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan. 

10) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi 

usaha tani perkebunan. 

11) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan. 
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q. Kelompok Jabatan Fungsional 

Melaksanakan sebagaian tugas kepala dinas dalam merencanakan 

,melaksanakan evaluasi ,monitoring dan pengembangan profesi penyuluhan 

pertanian. 

Fungsi: 

1) Melakukan kegiatan penyuluhan monitoring dan supervisi sesuai dengan 

fungsi tanggung jawab dan cakupan kerjanya. 

2) Memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha 

3) Melakukan koordinasi program dengan sekretaris dan kepala bidang  

4) Melakukan identifikasi potensi wilayah Kabupaten Labuhanbatu bersama 

penyuluh. 

5) Melakukan analisa potensi wilayah Kabupaten Labuhanbatu bersama 

penyuluh. 

6) Menyusun program penyuluhan pertanian setiap tahun berjalan 

berdasarkan wilayah dan cakupan kerjanya. 

7) Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai janbatan 

fungsional penyuluh. 

8) Melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program penyuluhan pertanian 

Kabupaten Labuhanbatu. 

9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 
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5. Pengumpulan Data Pemungutan PPN atas transaksi Pengadaan Di Dinas 

Pertanian Kabupaten Labuhan Batu 

Pada penelitian ini, penulis mengambil data transaksi pemungutan PPN 

atas pengadaan barang di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan batu,Rantau prapat 

yang beralamat di Jl.WR.Supratman No.24, yaitu data yang digunakan terhitung 

mulai dari Maret-Desember 2019 sampai dengan Maret-Desember 2020. 

         Berikut data Transaksi pemungutan PPN atas pengadaan barang pada masa 

sebelum dan selama pandemi pertahun terhitung mulai Maret-Desember 2019 s/d 

Maret- Desember 2020 
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B. PEMBAHASAN 

1. Analisis mengenai pemungutan PPN atas pengadaan barang pada masa 

sebelum pandemi Maret-Desember 2019 

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis mengkaji bahwasannya telah 

sesuai dengan perundang undangan. Terlihat dari data tahunan buku pajak bahwa 

pemungutan PPN Atas pengadaan barang Maret-Desember 2019 masih dikatakan 

membaik dan signifikan, salah satu faktor yang mendukung adalah anggaran yang 

diberikan pemerintah masih cukup dan sangat stabil. Selain itu kegiatan efektifitas 

kantor berjalan dengan baik dan sangat mendukung. 

Berdasarkan data table Maret 2019 data diaatas data transaksi pemungutan 

PPN transaksi pengadaan barang di Di dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu 

menjelaskan bahwa terdapat 9 data Maret 2019 yang melakukan pemotongan PPN 

atas transaksi pengadaan barang. data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera 

sudah dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). adapun transaksi pada data 

tabel diatas yaitu atas pembelian alat tulis kantor untuk keperluan administrasi, 

program pelayanan dan penyediaan barang cetakan dengan transaksi pemotongan 

PPN pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.1.526.171,pada bulan berikutnya 

Berdasarkan data tabel april 2019 atas data transaksi pemungutan PPN transaksi 

pengadaan barang di Di dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan 

bahwa pada maret 2019 tidak adanya transaksi atas pengadaan barang,tidak 

terjadinya transaksi ini disebabkan karena tidak adanya pencairan anggaran dari 

pemerintah. Selanjutnya, data transaksi pemungutan PPN transaksi pengadaan 

barang di Di dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan bahwa 

terdapat 10 data Mei 2019 yang melakukan pemotongan PPN atas transaksi 
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pengadaan barang. data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah 

dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). Dengan transaksi pemotongan PPN 

pada bulan Mei 2019 sebesar Rp.5.066.444. dan pada Juli 2019 tercatat 

Rp.6.444.646 (enam juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat 

puluh enam rupiah). data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah 

dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). adapun pembayaran  transaksi pada 

data tabel diatas yaitu atas pembelian biaya ATK pembayaran belanja habis pakai, 

penyediaan alat tulis kantor, pada Agusutus 2019 tercatat Rp.4.838.865(empat 

juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). 

data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10x DPP (Dasar 

Pengenaan pajak). adapun pembayaran  transaksi pada data tabel diatas yaitu 

untuk keperluan program pelayanan administrasi perkantoran, program 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor. Oktober 2019 tercatat Rp.3.999.410 (Tiga juta Sembilan ratus 

Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah). data tabel 

menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan 

pajak). adapun pembayaran  transaksi pada data tabel diatas yaitu untuk keperluan 

pembiayaan pembelian agen hayati untuk praktek kegiatan bimtek. transaksi 

pemotongan PPN pada bulan November 2019 sebesar Rp.2.809.201. dan pada 

bulan terakhir pemotongan PPN pada bulan desember 2019 sebesar 

Rp.10.522.500. 

Adapun Undang - Undang yang terdapat di pembahasan PPN yang 

menyangkut Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan 
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Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta ada juga Undang - Undang tentang 

tarif terhadap PPN yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Tarif Pajak 

Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: ekspor barang kena pajak berwujud, 

ekspor barang kena pajak tidak berwujud,ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% 

(lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian penulis juga mengamati bahwa 

kantor dinas pertanian Kabupaten LabuhanBatu telah melakukan pemungutan 

pajak sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa 

Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

Dari Pasal dan Undang – Undang diatas maka tingkat perbandingan PPN 

Pada masa sebelum dan selama covid sudah sesuai,baik penelitian saat ini maupun 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Astriana (2020) dengan judul 

”Penerapaan PPN atas pengadaan barang pada PT.GIANT INDONESIA cabang 

sultan Allauddin” , Amalia putri (2018) dengan judul “Analisis perhitungan dan 

pelaporan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang pada PT.CENTRAL 

WIJAYA MEDAN” , Dewanty putri efendy(2016) dengan judul ” Analisis 

pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah(study di kasus pada kantor 

keuangan kore 131/santiago)” , Watik chandrawijaya(2018) dengan judul 

“Prosedur pengenaan PPN atas pengadaan barang kena pajak pada PT Perkebunan 

nusantara XI PERSERO PG.OLEAN SITUBONDO” , Rahmalia (2017) dengan 

judul “Prosedur perhitungan dan pelaporan PPN atas pengadan barang yang di 
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danai sumber dana otsus pada dinas perhubungan kota banda aceh”  perbandingan 

yang signifikan dari penulis dan penelitian terdahulu bahwa pada penelitian ini 

sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku serta pada sistem 

pemungutannya menggunakan SSP ( Surat Setoran Pajak) . 

2. Analisis mengenai Tingkat  Pemungutan PPN Selama pandemi atas 

pengadaan barang terhitung Maret-Desember 2020 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis mengkaji bahwasannya telah 

sesuai dengan perundang undangan namun adapun masalah didalamnya yaitu 

tentang   menurunnya jumlah PPN atas pengadaan barang pada dinas pertanian 

Kabupaten Labuhan Batu terjadinya penurunan jumlah PPN dikarenakan 

kurangnya anggaran dan berkurangnya jumlah pengadaan barang yang disebabkan 

adanya pandemi yang membuat kegiatan kantor terbatas dikarenakan adanya 

WFH ( Work From Home) sehingga pegawai yang ada di kantor juga jarang sekali 

untuk menggunakan barang habis pakai atau alat kantor dan juga kegiatan kantor 

tidak seefektif sebelum adanya masa pandemi. 

Berdasarkan analisis data buku pajak tahunan  transaksi pemotongan pada 

bulan maret 2020 tercatat Rp.2.658.520 (dua juta enam ratus lima puluh delapan 

lima ratus dua puluh rupiah) data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera 

sudah dihitung 10 x DPP (Dasar Pengenaan pajak),selanjutnya transaksi atas 

pengadaan barang dan pada april 2020 tercatat Rp.3.456.900 (Tiga juta empat 

ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), transaksi pemotongan pada 

bulan mei 2020 tercatat Rp.3.330.092 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Sembilan 

puluh dua rupiah). data tabel per Juli,agustus, dan Oktober 2020 atas data 

transaksi pemungutan PPN transaksi ini disebabkan karena tidak adanya 
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pencairan anggaran oleh pemerintah, dan dengan situasi pandemi efektivitas 

kantor tidak seperti biasanya.dan data bulan terakhir transaksi pemotongan pada 

bulan Desember 2020 tercatat Rp.2.892.229 (dua juta delapan ratus Sembilan 

puluh dua ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah) . 

Dari Pasal dan Undang – Undang diatas maka tingkat perbandingan PPN 

Pada masa sebelum dan selama covid sudah sesuai,baik penelitian saat ini maupun 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Astriana (2020) dengan judul 

”Penerapaan PPN atas pengadaan barang pada PT.GIANT INDONESIA cabang 

sultan Allauddin” , Amalia putri (2018) dengan judul “Analisis perhitungan dan 

pelaporan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang pada PT.CENTRAL 

WIJAYA MEDAN” , Dewanty putri efendy(2016) dengan judul ” Analisis 

pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah(studi kasus pada kantor 

keuangan kore 131/santiago)” , Watik chandrawijaya(2018) dengan judul 

“Prosedur pengenaan PPN atas pengadaan barang kena pajak pada PT Perkebunan 

nusantara XI PERSERO PG.OLEAN SITUBONDO” , Rahmalia (2017) dengan 

judul “Prosedur perhitungan dan pelaporan PPN atas pengadan barang yang di 

danai sumber dana otsus pada dinas perhubungan kota banda aceh” . 

3. Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPN Pada Masa 

sebelum Dan selama Pandemi. 

Berdasarkan analisis penulis dijelaskan bahwa tingkat perbandingan 

pemungutan PPN atas transaksi pengadaan barang di Dinas Pertanian Kabupaten 

Labuhan Batu memiliki tingkat perbandingan dari tahun ke tahun dengan selisih 

tarif yang berbeda disetiap data perbulannya. dalam pemotongan dari Maret 2019- 

Maret 2020 dapat dilihat bahwa Tansaksi pada bulan Maret 2020 lebih besar 
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pemotongannya dibandingkan 2019, dengan selisih tariff  Rp.1.132.349 (satu juta 

seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). Bulan april 

2019 dan 2020 tidak adanya selisih tarif dikarenakan hanya pada tahun april 2020 

Dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu Melakukan Pemungutan PPN Atas 

Pengadaan Barang.selanjutnya, dalam pemotongan dari Mei 2019- Mei 2020 

dapat dilihat bahwa Tansaksi pada bulan Mei 2019 lebih besar pemotongannya 

dibandingkan 2020, dengan selisih tarif Rp.1.736.352 (satu juta tujuh ratus tiga 

puluh enam ribu tiga lima puluh dua rupiah).pada bulan juli,agustus, dan Oktober 

2020 tidak adanya transaksi atas pengadaan barang,dan data di bulan tersebut 

tidak ditemukan selisih tarif keduanya. .dalam pemotongan dari November 2019- 

November 2020 dapat dilihat bahwa Tansaksi pada bulan November 2019 lebih 

besar pemotongannya dibandingkan 2020, dengan selisih tarif Rp.2.273.391 (Dua 

juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah). 

pemotongan dari desember 2019- Desember 2020 dapat dilihat bahwa Tansaksi 

pada bulan Desember  2019 lebih besar pemotongannya dibandingkan 2020, 

dengan selisih tarif Rp.7.630.271 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus 

tujuh puluh satu rupiah).jika ditotalkan secara keseluruhan selisih tarif Rp. 

24.641.420 
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis didalam tingkat 

perbandingan pemungutan PPN di Di Dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu 

menyimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan tingkat perbandingan Pemungutan PPN pada masa sebelum dan 

selama pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu mengalami 

penurunan yang sangat signifikan dan selisih yang dapat dikatakan cukup 

banyak dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan kurangnya 

anggaran dari pemerintah dikarenakan wabah cirus covid-19 sehingga 

aktifitas kegiatan kantor yang kurang membaik dan telah dijelaskan bahwa 

tidak adanya transaksi data perbulan disebabkan karena tidak adanya 

pencairan anggaran dari pemerintah. sehingga selisih tariff dari tahun 

sebelum pandemi dan selama pandemi mencapai Rp.24.641.420 

2. Berdasarkan hasil pemungutannya Dinas Pertanian kabupaten Labuhan Batu 

yang berperan sebagai pemungut PPN sudah menjalankan pemotongan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa 

kali dalam perubahan ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 

tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas 

barang mewah.  

B. SARAN 

 Pada dasarnya sistem pemungutan yang dilakukan Pada Dinas Pertanian 

sudah berjalan dengan baik. Namun didalam penelitian dan penyelesaian tugas 



81 

 

akhir ini mempunyai saran dari penulis yang bersifat membangun diantaranya: 

1. Anggaran yang tetap di stabilkan dalam menjalankan aktivitas kantor agar 

semuanya berjalan dengan efektif dan efisien. Di upayakan tidak adanya 

kesalahan di dalam pemungutan dalam pemotongan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN).  
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